
WALIKOTA DEPOK, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Nomor Tahun 2012 ten tang Pertanggung Jawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah 
Tahun 2011, perlu ditetapkan Peraturan W alikota sebagai 
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota 
Depok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011; 

DEll'GAN' RAHIIAT TUHAN Y.All'G MAHA EBA 

PEN'JABARAN' PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN' 

ANGGARAN' PENDAPATAB DAB BELABJA DAERAH 
TAHUll' ARGGARAN 2011 

TEN'TAN'G 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 
N'OMOR 31 TAHUN 2012 

Menimbang 

TAHUN 2012 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK 

N'OMOR 31 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Nomor 
Negara 

ten tang 
Republik 

1 Tahun 2004 
(Lembaran Negara 

6. Undang-Undang 
Perbendaharaan 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2 

Mengingat 



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 
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12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik: Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 20120 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

6 Tahun 2006 tentang 24. Peraturan Pemerintah Nomor 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5272); 

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

40. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2003 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran 
Daerah Kota DepokTahun 2003 Nomor 01); 
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Daerah (Lembaran 
Tahun 2008 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kota Depok 
Nomor 11); 

45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 
Nomor 57); 

46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08); 

48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor O 1 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 01); 

49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2011 Nomor 20); 

51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

10 



52. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2008 Nomor 12); 

53. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 01); 

54. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 [Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 

Nomor 16); 
55. Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2009 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah 

Kota Depok Tahun 2009 Nomor 34); 

56. Peraturan Walikota Depok Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah 

Kota Depok Tahun 2009 Nomor 36); 
57. Peraturan Walikota Depok Nomor 01 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 

Nomor 01) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Depok 

Nomor O 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 17); 

58. Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Depok 

Nomor 34 Tahun 2011); 
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0,00 Rp 

Rp. 126.151.812.050,00 Sosial 

6) Belanja bagi 
hasil 

3) Belanja Subsidi Rp 0,00 

4) Belanja Hibah Rp. 47.039.340.500,0C 

5) Belanja Bantuan 

Pendapatan 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 505.959.079.880,0C 

2) Belanja Bunga Rp 218.366.981,0C 

Rp.1.329.137.909.464,76 

b. Dana Perimbangan Rp.679.024.056.556,00 

c. Lain-lain Pendapatan 

yang Sah Rp.367.366.308.022,00 

Jumlah 

Asli 

Rp.282.747.544.886,76 

a. Pendapatan 

Daerah 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

Dengan Persetujuan Bersa.ma 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAltRAH KOTA DEPOK 

dan 
WALIKOTA DEPOK 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENT.ANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011. 
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran I 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal 2 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp. 259.807.165.573,58 

berkenaan 

b. Pengeluaran Rp. 1.290.544.755,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 280.045.139.736,82 

Rp.282.045.139.736,82 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

Rp. (20.947.429.408,24) Surplus/ (Defisit) 

Rp. 666.137.452.934,00 

Rp. 1.350.085.338.873,00 Jumlah Belanja 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 99.425.915.219,0C 

2) Belanja Barang Rp.271.250.211.566,00 
danJasa 

3) Belanja Modal Rp.295.461.326.149,00 

Rp. 683.947.885.939,00 
3. 708.469. 724,00 

870.816.804,0( 

7) Belanja Bantuan 

Keuangan R p. 
8) Belanja Tidak 

Terduga Rp 
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HJ. ETY SURYAHATI 
DERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 3'1 

Diund-angkan di- Depok 
pada tanggal 5 September 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

H. l'IUR MAHMUDI ISMA'D., 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 5 September 2012 

Pasal 6 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Depok. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 

r: -, 

mi, 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

Pasal 3 
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